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ABSTRACT

This research aims to increase the effectiveness of disaster management policies in reducing the social and
economic impacts caused by natural disasters. With the increasing frequency and intensity of disasters, it is
important to understand how implemented policies can minimize losses experienced by communities. The method
used in this research includes qualitative and quantitative analysis of various policies that have been implemented
in several disaster-prone areas. The research results show that disaster prevention policies based on community
participation and the use of information technology have a significant positive impact in reducing social and
economic losses. In addition, increasing local capacity through training and education has also proven effective in
accelerating post-disaster recovery. These findings provide recommendations for policy makers to integrate more
inclusive and adaptive approaches in disaster management to increase community resilience to the impacts of
disasters.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan manajemen bencana dalam mengurangi dampak
sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana alam. Dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana,
penting untuk memahami bagaimana kebijakan yang diterapkan dapat meminimalkan kerugian yang dialami oleh
masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis kualitatif dan kuantitatif terhadap
berbagai kebijakan yang telah diimplementasikan di beberapa daerah rawan bencana. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kebijakan penanggulangan bencana yang berbasis pada partisipasi masyarakat dan pemanfaatan informasi
teknologi memiliki dampak positif yang signifikan dalam mengurangi kerugian sosial dan ekonomi. Selain itu,
peningkatan kapasitas lokal melalui pelatihan dan pendidikan juga terbukti efektif dalam mempercepat pemulihan
pasca-bencana. Temuan ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk mengintegrasikan pendekatan
yang lebih inklusif dan adaptif dalam penanggulangan bencana guna meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap
dampak bencana.

Kata kunci : kebijakan, manajemen bencana, sosial ekonomi
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PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang tergolong sangat luas dan terletak di
garis khatulistiwa, di mana dua benua dan dua samudera bertemu. Selain itu, Indonesia juga kaya akan
berbagai kondisi alam yang mendukung keanekaragaman hayatinya. (Sekartaji et al., 2022). Dengan
berbagai kondisi geografis yang sangat beragam mulai dari dataran tinggi dan rendah, pegunungan,
perbukitan, hingga sungai dan laut Indonesia memiliki beragam fitur alam yang menakjubkan. Namun,
keberagaman ini juga menjadikan wilayah Indonesia rentan terhadap bencana alam. Beberapa jenis bencana
yang sering dialami atau terjadi di negara ini meliputi tanah longsor, letusan gunung, banjir, gempa bumi,
dan kebakaran hutan. (Masyhuri et al., 2021). Peristiwa-peristiwa bencana tersebutlah yang seringkali
menyebabkan banyak korban jiwa, rusaknya infrastruktur, dan konsekuensi sosioekonomi jangka panjang.
Oleh sebab itu, kesiapsiagaan dan respon terhadap bencana sangatlah penting. Dengan langkah-langkah
yang tepat, kita dapat mengurangi potensi dampak bencana dan mempersepat proses pada saat pemulihan
(Sarjito, 2023).

Definisi bencana dapat dipahami dari berbagai sudut pandang, seperti menurut Asian Disaster
Reduction Center yang telah dikutip oleh Wijayanto (2012), bencana dapat diartikan sebagai gangguan
serius yang dialami oleh masyarakat, gangguan tersebut menyebabkan kerugian yang luas dan tidak hanya
dirasakan oleh manusia, tetapi juga dirasakan oleh lingkungan sekitar yang terdampak bencana tersebut.
Dampak yang ditimbulkan seringkali melebihi batas kemampuan manusia untuk mengatasi situasi tersebut
dengan sumber daya mereka sendiri. (Beno et al., 2022). Menurut data yang dirilis oleh Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB), sepanjang tahun 2018, Indonesia mengalami 1. 999 bencana. Dari
berbagai bencana tersebut, bencana yang melanda perairan selat sunda pada akhir desember 2018
mengakibatkan jumah korban meninggal dunia dan hilang jauh lebih besar darpada tahun-tahun
sebelumnya. (Hasanah, 2019). Dengan adanya pernyataan diatas, dampak bencana alam terhadap
kehidupan masyarakat sangatlah besar. Oleh karena itu, kesiapsiagaan masyarakat perlu segera
diimplementasikan agar mereka dapat lebih siap dalam mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh
bencana alam (Dr. Hj. Sri Rahayu Pudjiastuti, 2019).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Badan Nasional Penanggulangan
Bencana, manajemen bencana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang bersifat sistematis,
berkelanjutan, dan dinamis. Upaya ini biasanya mencakup perencanaan dan juga penanganan bencana yang
dilakukan sebelum, saat, dan setelah terjadinya bencana. (Asiva Noor Rachmayani, 2022). Pemerintah
punya kewajiban untuk menjaga dan melindungi semua rakyatnya dari berbagai ancaman, termasuk juga
bencana alam. Hal ini telah diamanati dalam Pasal 4 alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyampaikan bahwasannya negara kesatuan Republik Indonesia
bertanggung jawab untuk melindungi seluruh bangsa dan tumpah darahnya. Tujuannya tersebut menliputi
peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kualitas hidup bangsa, serta penyelenggaraan
ketertiban dunia yang berlandaskan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan
disahkannya UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, diharapkan upaya penyelenggaraan
penanggulangan bencana tersebut dapat diperbaiki. Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam hal
ini (Kurniawan et al., 2023)

Menurut Warfield (2008), manajemen bencana bertujuan untuk mengurangi risiko dan
meminimalkan potensi kerugian akibat bencana. Kunci dari manajemen ini terletak pada ketepatan dan
kecepatan dalam memberikan bantuan guna mengurangi jumlah korban. Proses manajemen bencana
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melibatkan kerja sama antara pemerintah, sektor publik, dan masyarakat untuk mengurangi dampak akibat
terjadinya bencana, merespons saat terjadi bencana, serta melaksanakan langkah-langkah pemulihan
setelahnya. Ketepatan tindakan pada setiap tahapan siklus manajemen bencana dapat meningkatkan
kesiapsiagaan yang lebih komprehensif, meningkatkan kualitas peringatan dini, serta mengurangi
kerentanan atau risiko pada tahap selanjutnya (Faturahman, 2021). Sebagaimana dinyatakan oleh Dodon
(2013:129), tujuan dari kesiapsiagaan adalah untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh
bencana melalui tindakan pencegahan yang efektif, tepat waktu, memadai, dan efisien. Upaya ini tidak
hanya fokus pada respons saat bencana melanda, tetapi juga pada penyediaan bantuan yang tepat. Secara
umum, Kesiapsiagaan bertujuan untuk memastikan bahwasannya sumber daya yang diperlukan untuk
tanggap darurat itu dapat dimanfaatkan dengan maksimal dan tepat sasaran saat dibutuhkan, serta menjamin
pemahaman yang baik mengenai cara penggunaannya. (Sari & Abdi, 2023)

Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan manajemen bencana dalam upaya
mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Dengan melakukan analisis, penelitian ini akan
mengidentifikasi praktik terbaik serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan tersebut.
Diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini dapat memberikan dukungan dalam pengembangan kebijakan
yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk menghadapi ancaman bencana di masa yang akan datang.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang
mengacu pada berbagai sumber, baik dari artikel jurnal maupun peristiwa yang terekam dalam media cetak
dan daring. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles
dan Huberman (2014), yang mencakup tahap pengumpulan data, verifikasi, kondensasi, serta penarikan
kesimpulan dari temuan yang ada.

PEMBAHASAN

Pasal 4 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
menggarisbawahi tentang pentingnya melindungi masyarakat dari ancaman dan juga resiko bencana serta
upaya mewujudkan perdamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu penerapan dari
undang-undang ini yaitu upaya untuk memberikan jaminan perasaan aman bagi masyarakat terhadap
ancaman bencana, baik yang bersifat alamiah maupun non-alamiah. Untuk mencegah terjadinya bencana
secara efektif, diperlukan proses manajerial yang memastikan setiap kegiatan dapat dilaksanakan dengan
tepat, cepat, dan terstruktur. (Zagarino et al., 2021).

Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dari berbagai bencana, baik yang
bersifat alamiah maupun non-alamiah. Setelah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB) melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, pemerintah akhirnya merasa perlu juga untuk
membangun lembaga yang serupa di tingkat daerah , yang dikenal sebagai Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD). BPBD ini mempunyai prinsip yang sama dengan BNPB dalam upaya penanggulangan
bencana. (Suhindarno, 2021). Selain itu, BPBD bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang lain seperti
SAR untuk memastikan distribusi yang efisien dari bantuan bencana dan bantuan kemanusiaan.
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Dampak bencana mempunyai pengaruh yang luas atau besar terhadap setiap aspek kehidupan
manusia dan lingkungan. Adanya kejadian bencana ini dapat menyebabkan kerugian yang besar terhadap
infrastruktur dan fasilitas produksi, serta mengakibatkan hilangnya aset ekonomi. Hal ini akan berujung
pada meningkatnya kemiskinan, pengangguran, dan ketergantungan dari bantuan luar. Dari segi sosial,
bencana membawa dampak yang sangat serius, seperti hilangnya banyak nyawa, cedera fisik, dan trauma
psikologis yang berkepanjangan, terutama di kalangan kelompok yang rentan. Di samping itu, dampak
terhadap kesehatan manusia tidak dapat diabaikan, dengan peningkatan risiko penyebaran penyakit,
kekurangan akses air bersih, dan terbatasnya pelayanan kesehatan, yang pada akhirnya dapat memperburuk
kondisi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dampak yang ditimbulkan dari adanya bencana juga
sangat signifikan. Yaitu rusaknya ekosistem, penurunan kualitas udara dan air, dan hilangnya
keanekaragaman hayati. Semua ini yang dapat mempengaruhi keberlanjutan lingkungan dalam kurun waktu
yang lama. (Haris et al., 2023)

Kebijakan manajemen bencana memegang peranan krusial dalam mengurangi dampak sosial dan ekonomi
yang ditimbulkan oleh bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun non-alam. Secara garis

besar, kebijakan ini terdiri dari empat komponen inti, yaitu:

a. Mitigasi (Prevention)
Mitigasi Bencana, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan pemerintah (PP) No.21 tahun
2008, merupakan serangkaian upaya dengan tujuan untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui
pembangunan fisik dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. (Kurniawati, 2020).
Mitigasi bencana mencakup pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap ancaman bencana,
penyadaran masyarakat, dan peningkatan kapasitas untuk menghadapi risiko. Mitigasi bencana dapat
dibedakan menjadi dua jenis yaitu mitigasi fisik yang melibatkan tindakan konkret untuk dirancang
dengan tujuan mengurangi potensi risiko bencana dan mitigasi non-fisik yang berfokus pada
pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai risiko dan cara-cara untuk
menghadapinya. Risiko bencana yang dimaksud ini berupa timbulnya korban jiwa, kerusakan pada
lingkungan, kerugian harta benda (rumah, perabotan dan lain-lain) serta timbulnya dampak
psikologis (Nurjanah & Mursalin, 2021). Pada intinya, Mitigasi berfokus pada upaya untuk
pencegahan dan mengurangi risiko bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap
bencana, penerapan sistem peringatan dini, serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi.
b. Kesiapsiagaan (Preparedness)
Kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana
melalui pengorganisasian dengan menggunakan strategi atau langkah yang tepat (Cahyo et al., 2023).
Selain itu, Randolph Kent (1994) juga mempresentasikan bahwasannya kesiapsiagaan bencana ini
mencakup pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan untuk pencegahan sebelum
munculnya suatu ancaman. Yang meliputi pengetahuan tentang gejala munculnya bencana, seperti
pengembangan dan pengujian rutin terhadap sistem peringatan dini dan juga rencana evakuasi atau
langkah-langkah lain yang perlu diambil selama masa siaga. Tujuannya yaitu untuk meminimalkan
kemungkinan adanya kematian dan kerusakan fisik yang terjadi. Kesiapsiagaan juga mencakup
pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, petugas, tim-tim khusus, dan pengambil kebijakan,
termasuk penetapan standar dalam penanganan persediaan dan penggunaan dana. Dengan demikian,
kesiapsiagaan bencana bertujuan untuk mengurangi kerugian melalui tindakan yang cepat, tepat,
efektif, dan efisien..(Taryana et al., 2022)
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c. Respon (Response)
Kata respon bencana yag sesuai dengan panduan perangkat dan layanan di Asia dan Pasifik, merujuk
pada penyediaan bantuan atau intervensi selama dan segera setelah terjadinya bencana. Tujuannya
tersebut yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup dan memenuhi kebutuhan dasar bagi individu yang
terkena dampak bencana (K & Uman, 2019). Dalam melakukan upaya tersebut, Pemerintah
memerlukan dukungan dari setiap organisasi pemberi bantuan, seperti yang disampaikan oleh
Helsloot dan Ruitenberg (2004), bahwasannya Pemerintah tidak akan bisa atau mampu dalam
merespon segala aspek dalam upaya respon dan pemulihan bencana sendirian. Upaya respon dan
juga pemuliahan bencana yang non alam ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan
juga direspon oleh instansi lainnya seperti Non Govermental Organizations atau suatu lembaga
swadaya masyarakat (LSM), militer, perusahaan swasta, serta masyarakat daerah lain yang turut aktif
dalam proses tersebut (Pratama et al., 2021).
d. Pemulihan (Recovery)

Tahap pemulihan merupakan fase krusial dalam pengkajian dan rehabilitasi setelah terjadinya
bencana. Pada tahap ini, fokus utama yaitu pada kegiatan penyaluran bantuan, yang meliputi
pemantauan terhadap bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak. (Fitriani et al.,
2021). Pemulihan sektor ekonomi di daerah pasca bencana harus mengikuti pedoman seperti yang
telah diatur dalam Peraturan BNPB Nomor 11 Tahun 2008 (BNPB, 2008). Peraturan ini memberikan
petunjuk dalam hal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana, disertai dengan indikator-
indikator yang relevan dan akurat. Dalam konteks rehabilitasi dan rekonstruksi, pemulihan pasca
bencana, khususnya di bidang ekonomi, meliputi beberapa aspek penting. Pertama, pemulihan sosial,
ekonomi, dan budaya merujuk pada upaya mengaktifkan kembali kegiatan serta ekonomi, lembaga
sosial dan budaya masyarakat yang terdampak bencana. Kedua, kegiatan dan lembaga ekonomi
mencakup seluruh Interaksi yang berfokus pada aspek ekonomi yaitu mencakup produksi, distribusi,
dan konsumsi barang serta jasa. Terakhir, kegiatan pemulihan di sektor ekonomi, sosial dan budaya
yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi dan aktivitas masyarakat di daerah yang terkena
bencana ke kondisi seperti sebelum terjadinya bencana. (Wahyudhi et al., 2019)

Efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada pelaksanaan yang tepat di setiap tahap. Sebagai
contoh, Indonesia, yang pernah dilanda tsunami di Aceh pada tahun 2004, telah menerapkan kebijakan
mitigasi dengan membangun infrastruktur yang lebih tahan gempa serta memperbaiki sistem peringatan
dini. Meskipun dampak sosial dan ekonomi dari bencana tetap terasa signifikan, kebijakan mitigasi ini
terbukti mampu mengurangi kerugian pada bencana berikutnya. Begitu juga dengan kebijakan pemulihan
yang dijalankan oleh pemerintah pasca-bencana, seperti pemberian bantuan tunai dan rehabilitasi ekonomi,
yang memungkinkan daerah terdampak untuk bangkit kembali dengan lebih cepat.

Namun, tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini adalah keterbatasan sumber daya, baik
finansial maupun kapasitas manusia, yang sering kali menghambat respons yang optimal. Selain itu,
ketidakpastian akibat perubahan iklim, yang menyebabkan intensifikasi bencana, menambah kompleksitas
dalam perencanaan kebijakan manajemen bencana.

Meskipun demikian, studi menunjukkan bahwa negara-negara dengan kebijakan manajemen
bencana yang matang, seperti Jepang dan Filipina, berhasil mengurangi jumlah korban jiwa dan kerugian
ekonomi secara signifikan dalam bencana besar. Hal ini berkat kesiapsiagaan yang lebih baik dan kolaborasi
efektif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan
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bencana yang semakin kompleks di masa depan, kebijakan manajemen bencana yang efektif memerlukan
kolaborasi lintas sektor, alokasi sumber daya yang memadai, serta evaluasi dan penyesuaian kebijakan
secara berkala.

KESIMPULAN

Efektivitas kebijakan manajemen bencana dalam mengurangi dampak sosial dan ekonomi dapat
dilihat dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu meminimalkan kerugian akibat bencana, baik dari segi
kemanusiaan maupun ekonomi. Kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi termasuk perencanaan
mitigasi bencana, kesiapsiagaan, respons cepat, dan rehabilitasi pasca-bencana yang telah terbukti mampu
secara signifikan mengurangi jumlah korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan kerugian ekonomi. Salah
satu faktor kunci keberhasilan kebijakan ini adalah penerapan prinsip berbasis data dan analisis risiko, yang
memungkinkan perencanaan dan respons terhadap bencana dilakukan dengan lebih tepat sasaran dan
efisien.

Selain itu, kebijakan manajemen bencana yang mengedepankan partisipasi masyarakat serta
kolaborasi antarsektor termasuk pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah  dapat
memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi di tingkat lokal. Ketika masyarakat terlibat dalam upaya
mitigasi dan kesiapsiagaan, Mereka cenderung memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi saat
menghadapi potensi bencana, yang pada gilirannya dapat mengurangi dampak sosial dari kejadian tersebut.
Di sisi ekonomi, kebijakan yang mendukung pemulihan cepat dan pembangunan kembali infrastruktur juga
memiliki peran krusial dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang terkena
dampak.

Hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya evaluasi berkala terhadap kebijakan manajemen
bencana demi menjaga relevansi dan efektivitasnya. Mengingat dinamika sosial dan ekonomi yang terus
berkembang, kebijakan tersebut perlu disusun dengan sikap adaptif dan responsif terhadap tantangan yang
muncul. Dengan menerapkan pendekatan yang komprehensif dan inklusif, diharapkan dampak negatif dari
bencana dapat diminimalkan, sehingga masyarakat mampu pulih dengan lebih cepat dan membangun
kembali kehidupan mereka dengan lebih baik.
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